ABSTRAK

Tingginya jumlah pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik
Indonesia di bidang agraria menunjukkan masih adanya permasalahan dalam
penyelenggaraan pelayanan pertanahan, khususnya pada proses penerbitan
sertipikat tanah. Dalam praktiknya, proses tersebut kerap diwarnai dugaan
maladministrasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan seperti tumpang
tindih kepemilikan tanah. Sertipikat tanah memiliki kedudukan penting sebagai alat
bukti kepemilikan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian
ini memiliki urgensi untuk dilakukan di Jakarta karena tingginya kepadatan
penduduk serta kompleksitas permasalahan pertanahan vyang berpotensi
meningkatkan terjadinya maladministrasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran Ombudsman Republik  Indonesia dalam mengawasi
maladministrasi penerbitan sertipikat tanah oleh pejabat administrasi negara.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif,
Data diperoleh melalui wawancara dengan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta
Raya dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta didukung
oleh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Ombudsman dilaksanakan
melalui mekanisme penanganan laporan masyarakat yang bersifat respresif, mulai
dari tahap PVL, pemeriksaan, hingga penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
dan monitoring pelaksanaannya. Maladministrasi dalam penerbitan sertipikat tanah
dipengaruhi oleh tingginya target kebijakan, kompleksitas proses administrasi, serta
rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pertanahan. Kondisi tersebut
menimbulkan hambatan struktural dan sistemik sehingga pengawasan belum
berjalan secara optimal. Selain itu, kewenangan investigasi atas prakarsa sendiri
belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki relevansi dalam
menangani permasalahan yang bersifat sistemik,
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